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Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-
istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram
kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang.Sesungguhnya
pada yang demikian itu benar-benar terdzlipat tanda-tanda bagi kaum yang
berpikir.

'QS. Ar-Rum[30]: 21



PEDOMAN TRANSLITERASI
A. Umum
Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab ke dalam tulisan

Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa
Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa
Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana
ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam bukuyang
menjadi rujukan. Penulisan judul buku dalam footnote maupun daftar
pustaka, tetap menggunakan ketentuantransliterasi ini

B. Konsonan

= Tidak dilambangkan y = di

= B = th

= T G i

= Ts =  ‘(koma menghadap ke atas)
= J = gh

-
= Kh
= D
= Dz

 © G (D (oA (6 Emm k"k‘%
I |
— x o =
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< T = S 3

Hamzah (s ) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila

terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya,

tidak dilambangkan, namun apabila terletakdi tengah atau akhir kata, maka

Vi



dilambangkan dengan tandakoma di atas (’), berbalik dengan koma (°)

untuk penggantilambang “¢”.

. Vokal, Panjang dan Diftong
Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal
fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u,”

sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A Misalnya & Menjadi gala
Vokal (i) panjang = T Misalnya Ja8 Menjadi gila
Vokal (u) panjang = U misalnya Cigd Menjadi dina

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan
dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat
menggambarkan ya’ nisbat diakhirnya. Begitujuga untuk suara diftong,

wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan

contoh berikut:

Diftong = ~g= Misalnya | 4 Menjadi | gawlun
(aw)
Diftong = Misalnya | & | Menjadi | Khayrun
(ay)

Vi
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D. Ta’ Marbithah ()

Ta’ marbuthah ditransliterasikan dengan “t” jika beradada tengah

kalimat, tetapi apabila ta’ marbdthah tersebut berada di akhir kalimat,

maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya Al )l

Aol menjadi alrisalat li almudarrisah, atau apabila berada di
tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf dan mudlaf ilayh,
maka ditransliterasikan dengan menggunakan t yang disambungkan

dengan kalimat berikutnya, misalnya menjadi 4 daa & fi rahmatillah.

E. Kata Sandang dan Lafdh al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (d\) ditulis dengan huruf kecil, kecuali

terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalalah yang berada
di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan.
Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan ...

2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan. ..

3. Masya’ Allah kana wa ma lam yasya’ lam yakun
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ABSTRAK
Gusti Nadya Nurhalisa, NIM 16210199, 2020. Pengaruh Kenaikan Batas Usia
Pernikahan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan
Agama Sampit. Skripsi. Program Studi Hukum Keluarga Islam,
Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim
Malang.

Pembimbing: Dr., H., Erfaniah Zuhriah, MH.
Kata Kunci: Batas Usia, Pernikahan, Dispensasi Nikah.

Pernikahan dini merupakan pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh
sepasang suami istri, yang salah satu mempelainya belum memenuhi batas usia
untuk menikah. Pada bulan November 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor
1 tahun 1974 Pasal 7 mengalami revisi menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun
2019. Yang membahas mengenai batas usia pernikahan, awalnya 16 tahun untuk
perempuan diubah menjadi 19 tahun. Di Indonesia terdapat aturan dispensasi
nikah yaitu pemberian hak kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya
belum mencapai batas usia pernikahan yang disebabkan hal-hal tertentu
berdasarkan atas persetujuan calon mempelai. Dan dispensasi nikah ini diajukan
kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.Dalam penelitian ini membahas
bagaimana pengaruhnya Undang-undang tersebut terhadap peningkatan dispensasi
nikah di Pengadilan Agama Sampit. Serta apa yang menjadi landasan hakim untuk
mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya UU Nomor 16
tahun 2019.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris dengan
pendekatan deskriptifkualitatif dengan metode pengumpulan data wawancara
hakim Pengadilan Agama Sampit serta menganalisis data dispensasi nikah tahun
2019 dan 2020 Pengadilan Agama Sampit. Sedangkan metode pengolahan data
peneliti melalui tahap pemeriksaan data, klasifikasi, analisis dan kesimpulan.

Hasil penelitian dalam penelitian ini bahwa Revisi Undang-undang Nomor
16 tahun 2019 terhadap Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat
berpengaruh kepada peningkatan kasus dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Sampit. Karena ketidaktahuan masyarakat tentang perubahan Undang-undang
tersebut serta karena banyaknya hubungan diluar nikah yang menyebabkan
kehamilan.Adapun yang dijadikan hakim sebagai landasan hukum untuk

mengabulkan permohonan dispensasi nikah yaitu kaidah “é le Ll e

pdis Jdwli M ¢ ,5” fighiyyah yang artinya mencegah kerusakan lebih
didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan.
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ABSTRACT

Gusti Nadya Nurhalisa, NIM 16210199, 2020. Effects of Increasing Marriage
Age Limit on Increasing Marriage Dispensation in Sampit Religious
Courts.Thesis. Islamic Family Law Study Program, Faculty of Sharia, Maulana
Malik Ibrahim State Islamic University of Malang.

Supervisor: Dr., H., Erfaniah Zuhriah, MH.

Keywords: Age Limit, Marriage, Marriage Dispensation.

Early marriage is an underage marriage conducted by a married couple,
one of the brides does not meet the age limit for marriage. In November 2019,
Marriage Law No. 1 of 1974 Article 7 was revised to Law No. 16 of 2019. When
discussing the age limit for marriage, initially 16 years for women was changed to
19 years. In Indonesia there is a marriage dispensation rule, namely the granting
of the right to a person to get married even though his age has not reached the age
of marriage due to certain things based on the approval of the prospective bride.
And this marriage dispensation is submitted to the Religious Court where he lives.
In this study, it discusses how these laws affect the increase in marriage
dispensation in the Sampit Religious Court. As well as what is the judge's basis
for granting the marriage dispensation application after the enactment of Law
Number 16 of 2019.

This study uses an empirical juridical research type with a qualitative
descriptive approach with data collection methods interviewing the Sampit
Religious Court judges as well as analyzing marriage dispensation data for 2019
and 2020 Sampit Religious Courts. While the researchers' data processing
methods go through the stages of data checking, classification, analysis and
conclusions.

The research results in this study that the Revision of the Act; Number 16
of 2019 against the Act; Marriage; Number 1 of 1974 is very influential in
increasing cases of marriage dispensation in the Sampit Religious Court. Because
of the ignorance of the public about the changes in the Act and because of the
many extramarital relationships that cause pregnancy. As for the judge as a legal

basis for granting a marriage dispensation application, the rule é le L >

ks pdis awle L o¢ > fighiyyah which means preventing damage takes
precedence rather than seeking benefit.
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BAB |

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Perkawinan merupakan salah satu aspek yang penting dalam kehidupan
manusia.Karena perkawinan adalah gerbang menuju terbentuknya sebuah unit
organisasi kecil yang biasa disebut keluarga. Karena ia merupakan fitrah manusia.
Sebab Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti yang tercantum

pada firman-Nya.
0L ) 555 1S sy Gl 1,80 Gl Sl 2 ST Gl of T )

09 S8 psa) Y Bl

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung
dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu
rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu
benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kamu yang berpikir.”?

’QS. Ar-Rum[30]: 21



Adapun pengertian perkawinan menurut Undang-undang. Perkawinan
adalah ikatan lahir batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai
suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan

kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.’

Pada dasarnya perkawinan itu melibatkan kedua pihak keluarga, namun
yang dominan menentukan perannya dalam menentukan arah dan tujuan
perkawinan itu adalah pasangan suami istri tersebut. Kehidupan berumah tangga
berjalan sangat dinamis. Tidak ada satupun keluarga yang berjalan lurus sesuai
keinginan, tanpa adanya gelombang problematika yang senantiasa berubah.
Kemampuan sebuah keluarga dalam menjalani rumah tangga ditentukan’oleh

kematangan suami dan istrinya.*

Beberapa tahun belakangan ini sangat banyak terjadinya pernikahan dini.
Pernikahan dini adalah pernikahan dibawah umur yang dilakukan oleh sepasang
suami istri, yang salahsatu mempelainya belum memenuhi batas usia untuk

menikah.

Di Indonesia dikenal adanya dispensasi nikah. Yaitu pemberian hak
kepada seseorang untuk menikah meskipun usianya belum mencapai batas usia
pernikahan yang disebabkan karena hal-hal tertentu. Pernikahan harus
berdasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Apalagi seorang calon
suami yang belum mencapai umur 19 tahun, atau calon istri belum mencapai

umur 16 tahun, maka harus mendapatkan dispensasi nikah dari Pengadilan

*Undang-undan Nomor 1 tahun 1974
*Andi Syamsu Alam, “Usia Ideal Memenuhi Usia Perkawinan” (Jakarta: Kencana Mas Publishi
House, 2005), 16-17.



Agama. Permohonan dispensasi nikah bagi mereka yang belum mencapai 19
tahun bagi calon suami istri yang diajukan oleh kedua orang tua pria ataupun

wanita kepada Pengadilan Agama tempat tinggalnya.”

Di dalam Islam tidak disebutkan secara spesifik mengenai berapa umur
yang diperbolehkan untuk menikah.Yang tertera hanya ketentuan akil baligh bagi
pria dan wanita, yang dikenal dengan Alaamatul Buluugh, yaitu bagi wanita
didasarkan pada saat mencapai umur sembilan tahun serta diikuti dengan
datangnya haid. Sedangkan laki-laki sekitar lima belas tahun dan diikuti dengan

mengalami mimpi basah.®

Pada Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 ayat (1)
sebelum direvisi, menyebutkan bahwa “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak

pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai umur 16 tahun.”

Kematangan emosional, biologis serta psikologis calon mempelai adalah
salahsatu prinsip yang digunakan oleh Undang-undang Perkawinan, karena
perkawinan memiliki tujuan yang sangat mulia dan suci yaitu membentuk
keluarga sakinah serta mendapatkan keturunan yang sholeh dan sholehah.
Perkawinan yang dilangsungkan pada usia yang masih sangat muda atau dibawah
umur dikhawatirkan akan menghasilkan keturunan yang kurang baik. Karena yang
dihasilkan tidak hanya bibit yang kurang matang tetapi karena kurangnya
pengetahuan calon mempelai mengenai bagaimana cara pengasuhan anak atau

yang biasa disebut ilmu parenting sehingga anak akan tumbuh dan

*Mohd. Idris Ramulyo, “Hukum Perkawinan Islam Analisis UU No. 1 tahun 1974 dengan
Kompilasi Hukum Islam”, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), 183.

®Mufidah Ch, “Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender”, (Malang: UIN Malang Press,
2008), 109.



berkembang dengan pola asuh anak yang kurang maksimal. Oleh karena itu,
perkawinan yang tidak sesuai syarat usia minimal bolehnya menikah harus
diminimalisir sekecil mungkin untuk mencegah terjadinya kekhawatiran-

kekhawatiran tersebut.’

Sebelum disahkan menjadi sama-sama 19 tahun, Undang-undang ini
mengalami beberapa kali judicial review. Yang pertama pada tahun 2014 namun,
saat pengajuan pertama itu ditolak olen Mahkamah Konstitusi. Kemudian yang
kedua pada bulan April tahun 2017, 3 orang pemohon yang mereka adalah
perwakilan penyintas perkawinan anak: Endang Wasrinah, Maryanti, dan
Rasminah, diwakili oleh Tim Kuasa Hukum dari Koalisi 18+ mengajukan
permohonan judicial review UU Perkawinan ke Mahkamah Konstitusi (MK).
Permohonan ini lalu dicatat sebagai perkara nomor 22/PUU-XV/2017 perihal
pengujian Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhadap
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Dan mengenai pasal
yangakan diujikan dalam permohonan tersebut adalah Pasal 27 ayat (1)
UUD 1945 “Segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum
dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan

tidak ada kecualinya”.

"Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 144.



Setelah mengalami beberapa kali melakukan persidangan dan sempat
adanya penundaan dengan alasan yang tidak jelas, pada Desember 2018
Mahkamah Konstitusi melalui amar putusannya menyatakan mengabulkan
sebagian permohonan pemohon. Kutipan putusan Mahkamah Konstitusi
menyatakan bahwa sepanjang frasa “usia 16 (enam belas) tahun” dalam Pasal 7
ayat (1) adalah bertentangan dengan UUD 1974 dan tidak mempunyai
kekuatan hukum mengikat. Amar putusan MK tersebut juga termasuk
“Memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk dalam jangka waktu
paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan terhadap Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3019), khususnya berkenaan dengan batas minimal usia

perkawinan bagi perempuan”.®

Karena dipengaruhi oleh banyaknya faktor dampak dari pernikahan dini,
tanggal 14 Oktober 2019, Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Pasal 7 ayat (1)
resmi disahkan.Menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Batas usia
pernikahan yang awalnya 16 tahun untuk wanita dinaikkan menjadi 19 tahun

sama dengan minimal batas usia pernikahan untuk laki-laki.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia telah mengeluarkan Putusan
Mahkamah Konstitusi Nomor 22 IPUU-XV/2017 yang salah satu pertimbangan
Mahkamah Konstitusid alam putusan tersebut yaitu "Namun tatkala pembedaan

perlakuan antara pria dan wanita itu berdampak pada atau menghalangi

®Dewi Komalasari, https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-
perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasildiakses 3 Mei 2020



https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil
https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/perjuangan-mengakhiri-perkawinan-anak-di-indonesia-membuahkan-hasil

pemenuhanhak-hak dasar atau hak-hak konstitusional warga negara, baik
yang termasuk ke dalam kelompok hak-hak sipil dan politik maupun hak-
hak ekonomi,pendidikan, sosial, dan kebudayaan, yang seharusnya tidak boleh
dibedakan semata-mata berdasarkan alasan jenis kelamin, maka pembedaan
demikian jelas merupakan diskriminasi.” Dalam pertimbangan yang sama juga
disebutkan Pengaturan batas usia minimal perkawinan yang berbeda antara pria
dan wanita tidak saja menimbulkan diskriminasi dalam konteks pelaksanaan
hak untuk membentuk keluarga sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat (1)
UUD 1945, melainkan juga telah menimbulkan diskriminasi terhadap
pelindungan dan pemenuhan hak anak sebagaimana dijamin dalam Pasal 28B ayat
(2) UUD 1945. Dalam hal ini, ketika usia minimal perkawinan bagi wanita
lebih rendah dibandingkan pria, maka secara hukum wanita dapat lebih cepat
untuk membentuk keluarga. Oleh karena hal tersebut, dalam amar putusannya
Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang
untuk dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun melakukan perubahan

terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan.’

Di Sampit, Kalimantan Tengah, sampai saat ini masih dijumpai beberapa
praktik dari pernikahan dini, sehingga menyebabkan tingginya angka dispensasi
nikah disana. Padahal saat itu batas usia pernikahan untuk perempuan masih 16
tahun pada saat tahun 2019 ada 19 perkara, karena adanya kenaikan batas usia
pernikahan pada November 2019, pada saat tahun 2020 hingga bulan Mei

mengalami kenaikan menjadi 41 perkara.*

%Penjelasan Atas UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang
Perkawinan
19 aporan Diputus tahun 2019-2020 Pengadilan Agama Sampit



Berdasarkan perihal tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian
mengenai pengaruh atas perubahan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pasal 7
ayat (1) menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan

dispensasi nikah di Pengadilan Agama kota Sampit.

B. Rumusan Masalah
1. Bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap
peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit?
2. Apayang menjadi landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi

nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian
1. Untuk menganalisa bagaimana pengaruh Undang-undang Nomor 16
tahun 2019 terhadap peningkatan dispensasi nikah di Pengadilan Agama
Sampit.
2. Untuk menganalisa landasan hakim dalam mengabulkan kasus dispensasi

nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

D. Manfaat Penelitian
Berdasarkan hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat

secara teoritis maupun praktis.

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat:
a. Menyempurnakan penelitian-penelitian sebelumnya pada
khazanah keilmuan terhadap permasalahan yang berhubungan

dengan batas usia pernikahan.



b. Menjadi referensi atau kajian lebih lanjut pada khazanah

keilmuan kedepannya.
2. Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan dapat:

a. Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah karya tulis yang bisa
menjadi rujukan bagi civitas akademik di UIN Maulana Malik
Ibrahim Malang khususnya Fakultas Syariah mengenai
pengaruh batas usia pernikahan.

b. Meningkatkan pengetahuan bagi masyarakat khususnya tentang

pengaruh kenaikan batas usia pernikahan.

E. Definisi Operasional

Penelitian ini berjudul “Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi
Perempuan Terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama
Sampit”. Beberapa istilah yang perlu mendapat penjelasan dari judul tersebut,

adalah:

1. Batas usia nikah: menurut KBBI arti dari kata “batas” adalah
ketentuan yang tidak boleh dilampaui, sedangkan “usia nikah” adalah
usia yang dianggap layak secara mental serta untuk melangsungkan
pernikahan.

2. Dispensasi nikah: pernikahan yang calon mempelai laki-laki dan
calon perempuan masih dibawah umur dan belum diperbolehkan

menikah sesuai dengan Undang-undang yang telah ditentukan.



F. Sistematika Penulisan
Agar mendapatkan gambaran secara garis umum dari penelitian ini, maka

penliti menguraikannya menjadi lima bab, yaitu:

BAB I: Berisi pendahuluan, yang didalamnya dicantumkan penjelasan
secara singkat atau gambaran awal mengenai penelitian. Dan didalam
pendahuluan berisi latar belakang permasalahan yang menjelaskan kegelisahan
akademik mengenai Undang-undang tentang batas usia menikah yang perempuan
dan laki-laki dijadikan dalam umur yang sama. Rumusan masalah yang berisi
pengaruh kenaikan batas usia menikah terhadap peningkatan dispensasi nikah dan
apa saja faktornya yang menyebabkan tingginya angka dispenasi nikah di
Pengadilan Agama Sampit. Tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari rumusan
masalah yang selanjutnya akan menciptakan manfaat penelitian. Manfaat
penelitian menjelaskan tentang manfaat yang ingin diberikan peneliti melalui
penelitian ini baik melalui keilmuan maupun manfaat dalam praktis. Dalam
memberikan pemahaman singkat tentang judul penelitian, peneliti memberikan
pengertian secara ringkas tentang judul penelitian ini. Setelah definisi operasional

akan dijelaskan tentang sistematika penulisan dalam penelitian.

BAB II: Membahas tentang tinjauan pustaka yang diawali dengan
penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bahasan berikutnya
yaitu tentang kerangka teoriyang berisi tinjauan umum yang dibahas tentang
batas usia pernikahan menurut fugaha dan hukum nasional yang berlaku di

Indonesia.
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BAB Ill: Membahas tentang metode penelitian, dibagian ini peneliti
mengulas kembali mengenai isi yang ada didalamnya seperti jenis penelitian,
pendekatan penelitian, metode penelitian, metode pegolahan data serta
kesimpulan. Dalam metode ini penulis menggunakan metode kualitatif deskriptif.
Metode ini diperlukan agar menuntun peneliti pada bab berikutnya, supaya

mengetahui apa saja yang harus digunakan.

BAB VI. Peneliti mendeskripsikan data yang diperoleh dari tiga hakim
tentang Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 tentang batas usia pernikahan
yang kemudian ditelaah apakah ada pengaruhnya terhadap dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Sampit. Bab ini merupakan inti dari penelitian karena

menjawab kegelisahan akademik yang tertera pada halaman sebelumnya.

BAB V: Berisi penutup yang meliputi kesimpulan secara keseluruhan
sesuai dengan isi yang sudah peneliti paparkan sebelumnya. Serta ditambahkan
saran agar berguna untuk perbaikan yang berhubungan dengan penelitian

dimasa yangakan datang.



BAB 11

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini sangat krusial guna mendapatkan titik perbedaan
ataupun persamaan menggunakan penelitian-penelitian yang telah dilakukan
sebelumnya. Dan penelitian ini peneliti ambil guna melengkapi penelitian
terdahulu yang sudah. Selain itu, penelitian terdahulu bermanfaat sekali sebagai

sebuah pijakan sekaligus perbandingan pada pemetaan penelitian ini.

Skripsi. Penelitian yang diteliti oleh Ummu Kalsum. Mahasiswa UIN
Alauddin Makassar yang berjudul “Pengaruh Dispensasi Nikah terhadap Tingkat
Perceraian di Pengadilan Agama Watampone kelas 1A”. Metode penelitian yang
dipakai adalah metode penelitian empiris serta berdasarkan fakta yang ada di

lapangan. Dan peneliti menggunakan 4 metode pendekatan yaitu pendekatan

11
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yuridis, teologi, normatif dan sosiologis. Mengkaji tentang pengaruh dispensasi
nika terhadap tingkat perceraian di Pengadilan Agama Watampone. Dispensasi
nikah sangat berpengaruh terhadap tingginya angka perceraian, karena dari fakta
yang didapat banyak masih pasangan muda mudi yang cerai, padahal masih muda
dan menikah tidak terlalu lama. Ada beberapa alasan perceraian yang dipaparkan
salahsatunya suami yang tidak bertanggungjawab, tidak ada kecocokan antara

keduanya, tentang ekonomi, dll.

Skripsi. Penelitian yang dilakukan oleh Gustiana Nofitasari. Mahasiswa
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Majelis Ulama
Indonesia Kabupaten Ponorogo Terhadap Dispensasi Calon Istri yang Hamil di
Luar Nikah”. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian
kualitatif dan empiris, yaitu peneliti langsung terjun ke lapangan dengan
mewawancarai langsung informan mengenai topik yang diangkat. Penulis
menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yakni data yang diambil akan
diuraikan dalam bentuk kalimat bukan angka. Mengkaji bagaimana pandangan
Majelis Ulama Indonesia terhadap calon istri yang hamil di luar nikah. Mereka
berpendapat, bahwa diperbolehkan memberikan dispensasi nikah kepada calon
istri yang hamil di luar nikah, demi kemaslahatan perempuan itu, dan itu sesuai

seperti yang tercantum pada Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974.

Skripsi. Penelitian yang diteliti oleh Shofi Atur Rodhiyah mahasiswa UIN
Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul “Pandangan Tokoh Agama
Terhadap Putusan Judical Review Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-

XV/2017 tentang Batas Usia Menikah bagi Perempuan Ditinjau dari Maslahah
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Mursalah (Studi Kota Malang)”. Metode yang digunakan yakni metode
penelitian yuridis empiris, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk
mengetahui informasi yang ingin didapatkan. Pendekatan yang dilakukan yaitu
pendekatan kualitatif-deskriptif, yakni peneliti memaparkan penjelasan dalam
bentuk bacaan. Mengkaji tentang pandangan tokoh agama terhadap judicial
review tentang batas usia menikah bagi perempuan ditinjau dari maslahah
mursalah. Dan ada beberapa pendapat dari pandangan tokoh agama, namun
mayoritas mengatakan setuju karena untuk menciptakan kematangan fisik dan
mental perempuan. Namun, juga tidak menafikan untuk tetap diberlakukannya
dispenasi nikah dalam Undang-undang yang merujuk pada Hukum Islam yang
tidak menjelaskan secara spesifik tentang batas usia menikah. Jika ditinjau dari
segi maslahah mursalah maka itu termasuk maslahah hajiyat, karena didasarkan

pada tujuan syariat yaitu pemeliharaan jiwa, akal, keturunan dan harta.

No. | Nama Peneliti Judul Persamaan Perbedaan
1. | Ummu Pengaruh Dispensasi | 1. Sama-sama 1. Penelitian
Kalsum. Nikah terhadap membahas Ummu
Mahasiswa Tingkat Perceraian tentang dispensasi membahas
Fakultas di Pengadilan nikah. pengaruh
Syariah UIN Agama Watampone | 2. Sama-sama dispensasi
Alauddin kelas 1A meneliti tentang nikah terhadap
Makassar pengaruh di perceraian,
tahun 2017. Pengadilan sedangkan
Agama. penulis
membahas
batas usia
pernikahan
terhadap
dispensasi
nikah.
2. | Gustiana Pandangan Majelis 1. Sama-sama 1. Penelitian
Nofitasari. Ulama Indonesia membahas Gustiana
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Mahasiswa
UIN Maulana
Malik Ibrahim
Malang tahun
2017.

Kabupaten Ponorogo
Terhadap Dispensasi
Calon Istri yang
Hamil di Luar
Nikah.

tentang
dispensasi nikah.

membahas
tentang
pandangan
MUI terhadap
dispensasi
nikah untuk
calon istri yang
hamil di luar
nikah,
sedangkan
penulis
membahas
tentang batas
usia

pernikahan
terhadap
peningkatan
dispensasi
nikah.
Shofi Atur Pandangan Tokoh 1. Sama-sama . Penelitian
Rodhiyah. Agama Terhadap membahas Shofi
Mahasiswa Putusan Judical batas usia membahas
Fakultas Review Mahkamah pernikahan. putusan
Syariah UIN Konstitusi Nomor Judical Review
Maulana Malik | 22/PUU-XV/2017 Mahkamah
Ibrahim tentang Batas Usia Konstitusi
Malang tahun | Menikah bagi Nomor
2019. Perempuan Ditinjau 22/PUU-
dari Maslahah XV/2017
Mursalah (Studi tentang Batas
Kota Malang). Usia Menikah
bagi
Perempuan
Ditinjau dari
Maslahah
Mursalah,
sedangkan
peneliti
membahas

pengaruh batas
usia
pernikahan
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terhadap
peningkatan
dispensasi
nikah di
Sampit

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Jadi, dari tabel tersebut, dapat ditarik kesimpulan ada kemiripan antara
satu penelitian dengan penelitian lainnya. Sehingga peneliti tertarik untuk
mengkajinya untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang kenaikan batas

usia pernikahan terhadap peningkatan dispensasi nikah.

B. Kerangka Teori
1. Pengertian Pernikahan
Secara bahasa kata nikah bermakna “kumpul, wathi’/jimak dan akad”
sedangkan menurut syara’, yaitu suatu akad yang mengandung/memuat beberapa
rukun dan syarat.™
Menurut para ulama figih, terkait kata nikah memiliki arti yang sangat
beragam, namun dari keseluruhannya bermuara kepada satu arti.Bahwa akad
nikah diatur oleh syariat agar suami dapat menikmati kelamin istri dan seluruh
badannya terkait bersenang-senang. Maka, dengan akad nikah suami memiliki
kewenangan untuk menikmati dan kewenangan ini khusus untuknya namun
dia tidak memiliki kewenangan terkait manfaatnya. Seandainya suami memiliki
kewenangan atas manfaat, niscaya dia berhak atas mahar, karena itu merupakan
manfaat dari kelamin istri. Ketentuan ini telah disepakati antara empat madzhab

meskipun ungkapan mereka berbeda-beda terkait definisinya.

' Abu Hazim Mubarok, Terjemah Fathul Qorib, (Kediri: MUKJIZAT, 2012), 12.
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Menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu
pada BAB 1 Dasar Perkawinan Pasal 1 dinyatakan bahwa “Perkawinan ialah
ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri
dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa™'?

2. Rukun-rukun Nikah

a. Wali

Yaitu bapak kandung dari mempelai perempuan, penerima wasiat
atau kerabat terdekat dan seterusnya, sesuai dengan urutan ashabah
perempuan tersebut, atau orang bijak menurut keluarga tersebut serta

pemimpin setempat.
b. Dua orang saksi

Pernikahan hendaklah dihadiri dua orang saksi atau lebih dari laki-

laki yang adil atau dari kaum muslimin. Berdasarkan firman Allah:

S Jie (55 14y

“Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di
antara kamu™"

Adapun ketentuan hukum bagi kedua orang saksi adalah sebagai

berikut:

1) Saksi nikah terdiri atas dua orang atau lebih;

2Dedi Ismatullah, Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), 30.
13 QS. Ath-Thalaq (65): 2
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2) Kedua orang saksi nikah di utamakan orang yang adil, yang
dibuktikannya dengan meninggalkan dosa besar dan kebanyakan dosa
kecil;

3) Pada zaman sekarang, sebaiknya jumlah saksi diperbanyak karena

sedikitnya orang yang memiliki sifat adil;

c. Shigat akad nikah.

Pengertian shigat akad adalah perkataan dari pihak wali
perempuan, seperti kata yang diucapkan oleh wali, “Saya nikahkan engkau
dengan anak saya yang bernama ...” jawab mempelai laki-laki, “Saya

terima nikahnya ....”

Akad nikah tidak akan sah kecuali dengan lafaz nikah, tazwij, atau

terjemahan dari keduanya.'*
d. Mahar (maskawin)

Mahar ialah sesuatu yang harus diberikan oleh calon suami kepada
calon istri untuk menghalalkan dan menikmatinya. Hukumnya adalah

wajib. Berdasarkan firman Allah
TR T WA W R

“Berikanlah mas-kawin (mahar) kepada wanita (yang

kaliannikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan.”*

Beberapa ketentuan tentang mahar:

1) Mahar disunnahkan untuk dipermudah (ringan).
2) Disunnahkan menyebutkan mahar ketika akad.

YSulaiman Rasjid, “Figh Islam”, (Bandung: Sinar Baru Alensindo, 1994), 382.
15 0S. al-Nisa’ (4): 4
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3) Mahar diperboleh dengan setiap barang yang mubah yang
harganya lebih dari ¥% dinar.

4) Mahar boleh dibayar kontan pada saat akad nikah, atau
ditangguhkan (hutang), atau hanya sebagian saja yang
ditangguhkan. Akan tetapi, sebelum suami menggauli
istrinya, disunnahkan memberikan sesuatu kepada istrinya.

5) Mahar merupakan tangungan suami ketika akad nikah dan
merupakan kewajiban ketika suami telah menggauli istrinya.

6) Jika suami meninggal dunia, sebelum dia menggauli istrinya
dan setelah akad, maka istri berhak mewarisinya serta

berhak mendapatkan mahar secara utuh.

3. Syarat Sah Pernikahan®®

a) Persaksian
Tujuan dari persaksian adalah memelihara ingatan yang benar karena
dikhawatirkan lupa. Lantaran akad nikah menempati kedudukan
yang agung dalam islam. Oleh karenanya patut untuk disiarkan,
diumumkan dan dipersaksikan di halayak ramai.

b) Wanita yang haram untuk dinikahi
Wanita yang dinikahi bukan yang merupakan mahram yang
diharamkan selamanya seperti ibu dan saudara perempuan atau
haram secara temporal seperti saudara perempuan istri atau bibi istri
atau bibi perempuannya.

c) Shigat akad
Shigat akad maknanya untuk selamanya. Maksudnya, dalam

pernikahan tidak ada kata yang membatasi hal itu, baik dinyatakan

®Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas, Figh Munakahat, (Jakarta:
AMZAH, 2015), 100-115.
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secara jelas ataupun tidak dinyatakan, baik dalam masa yang lama
maupun dalam waktu yang pendek. Pernikahan yang mempunyai

batas waktu adalah fasid (rusak).

4. Batas Usia Pernikahan menurut Ulama Figh Kontemporer

Ulama kontemporer berpendapat bahwa didalam ajaran agama pada
dasarnya tidak menuliskan ada larangan secara tegas mengenai perkawinan
dibawa sumur, tetapi juga tidak dianjurkan, apalagi jika dilaksanakan tanpa peduli
terhadap dimensi fisik, mental dan hak anak. Adapun mengenai perkawinan Nabi

Muhammad dengan Aisyah dianggap sebuah pengecualian dan kekhususan.

Dalam al-Qur’an tidak dijelaskan secara jelas mengenai berapa batasan
usia menikah. Batasannya harus diberi berdasarkan kualitas yang harus dinikahi

oleh mereka, sebagaimana yang tercantum didalam firman-Nya:

5T ) 180 1 e AT OB S 1AL 1) B e 1M
“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk
kawin.Kemudian jika menurut pendapat kalian mereka telah cerdas

(pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-
hartanya.'’

Ada beberapa pendapat para mufassir mengenai ayat tersebut, mengenai
sampainya waktunya menikah dalam QS.An-Nisa ayat 6 bervariasi. Ada yang
berpendapat bahwa ukuran sampainya waktu untuk menikah yakni ditandai
dengan kematangan fisik, namun, ada pula yang mengatakan bukan kematangan

fisik tetapi kematangan secara psikis. Karena seseorang yang telah dewasa secara

7Qs. An-Nisa [4]: 6
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fisik belum tentu dewasa secara psikis. Sedangkan dengan menikah berarti

menambah beban tanggungjawab, jadi dia harus siap secara psikis.*®

Ibnu Katsir berpendapat bahwa sampainya umur seseorang untuk menikah
yakni cerdas dan cukup umur. Dan yang dimaksud dengan baligh yakni dengan
adanya mimpi atau bermimpi yang menyebabkan tidurnya keluar air mani.
Pendapat Ibnu Katsir mengenai sampainya umur seseorang untuk menikah tidak
hanya berpacu pada baligh saja, namun juga kecerdasan.*® Beliau berpendapat

karena ada beberapa hadits mengenai usia menikah, yakni:

P G el 2 et e ol 2 B B o e D e (T )

“Telah diangkat pena dari tiga golongan: dari orang gila sampai ia
sadar, dari orang tidur hingga ia bangun, dan dari anak kecil hingga
ia baligh.” HR. Tirmidzi

Sedangkan pandangan ulama kontemporer mengenai batas usia
perkawinan lebih konstruktif melihat sampai waktunya menikah tidak hanya pada
ciri-ciri fisik, namun penekanan pada kesempurnaan akal dan jiwa, dengan
menelaah permasalahan batas usia pernikahan dari berbagai sudut pandang.
Dengan demikian, perkawinan, tidak hanya membutuhkan kematangan dari segi
fisikk namun juga dari segi psikologis, sosial, agama bahkan kematangan

intelektual

Menurut Rashid Ridha, bulugh an-nikah yakni sampainya umur seseorang

untuk menikah, yaitu bermimpi untuk laki-laki. Pada saat mengalami itu,

¥Moh. Hatta, Batas Usia Perkawinan dalam Perspektif Ulama Klasik dan Kontemporer, Jurnal
al-Qanun, 1 (Juni 2016), 70.

¥lbnu Katsir, Tafsir al-Qur’an al- ‘azim Juz IV, (Mesir: Dar-al Kutub, tt), 453

®Hatta, Batas Usia Perkawinan.., Jurnal al-Qanun, 1 (Juni 2016), 74.
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seseorang sudah dapat melahirkan anak serta membuat keturunan, sehingga
tergeraknya hati untuk menikah dalam usia ini serta dibebankan oleh hokum

agama baik ibadah serta hudud.?

Menurut Quraish Shihab, di dalam al-Qur’an dan Hadits Nabi. tidak ada
ketetapan usia tertentu untuk pernikahan. Karena pada dasarnya, al-Qur’an tidak
merinci permasalahan-permasalahan yang dapat mengalami perubahan akibat
perkembangan zaman atau perbedaan situasi serta pelaku. Yang dirinci oleh al-
Qur’an dan Hadits adalah hal-hal yang diperlukan manusia, namun tidak dapat
terjangkau oleh nalarnya, seperti permasalahan-permasalahan metafisika atau hal
hal ghaib. Karena itu ditemukan dalam literatur hukum Islam perbedaan pendapat

ulama dan mazhab mengenai batas minimal usia calon suami dan istri.?

Ketetapan hukum yang berlaku di negara-negara berpenduduk Muslim
berbeda-beda mengenai batasan usia untuk menikah. Bahkan dalam satu negara,
perubahan terjadi akibat perkembangan dari masa ke masa. Di Aljazair yang
awalnya delapan belas tahun bagi pria dan enam belas tahun bagi wanita, lalu
dua puluh satu tahun bagi pria dan delapan belas tahun bagi wanita, lalu sembilan

belas tahun bagi keduanya.

Perbedaan dan perubahan itu dapat dibenarkan karena istilah ulama: “Kita

tidak dapat serta-merta meniru sepenuhnya ketetapan yang berlaku pada zaman

?!Moh. Ali Wafa, Telaah Kritis Terhadap Perkawinan Usia Muda Menurut Hukum Islam, Jurnal
Ahkam, 2 (2017), 394.

22Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-
muda/(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)
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dahulu karena ada empat faktor yang wajib selalu dipertimbangkan sebelum

ditetapkannya aturan, yakni: Masa; Tempat; Situasi dan Pelaku.?

Yang menikahi perempuan di bawah umur atau dengan beralasan bahwa
Rasul melakukannya terhadap Aisyah, adalah picik menurut Imam as-Sayuthi dan
jahil menurut Syaikh ‘Ali Jumah, bahkan angkuh karena dia menyamakan

dirinya dengan Rasul saw.?*

Karena tidak semua yang beliau lakukan boleh kita ikuti dan amalkan,
apalagi permasalahan perkawinan. Bahkan, tak jarang apa yang telah ditetapkan
Rasulullah diubah oleh pakar atau generasi sesudah beliau dikarenakan ada
perkembangan zaman yang baru untuk meraih kemaslahatan yang lebih besar
atau dalam menghindari mudharat. Dalam hal ini, banyak contoh yang bisa
dikemukakan. Dalam konteks usia perkawinan, para pakar harus bisa mempelajari
perkembangan masa dari waktu ke waktu dan situasinya sambil memperhatikan

tujuan perkawinan serta kondisi masyarakat.”

5. Batas Usia Pernikahan Menurut Hukum Positif

Salahsatu pembaharuan Undang-undang No.1 tahun 1974 menjadi
Undang-undang nomor 16 tahun 2019, yakni tentang batas usia pernikahan, yang
awalnya perempuan 16 dinaikkan menjadi 19 tahun. Sama dengan batas usia

menikah dengan laki-laki.

3Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-
muda/(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)
24Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-
muda/(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)
25Quraish Shihab, “Perkawinan Usia Muda”, https://quraishshihab.com/akhlak/perkawinan-usia-
muda/(diakses pada tanggal 20 Maret 2020)
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Dalam perundang-undangan, konsep anak atau seseorang dikatakan
dewasa, sehingga bisa bertanggungjawab sangat bervariasi. Di Undang-undang
Republik Indonesia No. 23 tahun 2003 tentang Perlindungan anak disebutkan

pada pasal 1 ayat (1):

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.Termasuk anak yang masih

dalam kandungan.”26

Apabila merujuk pada peraturan perundang-undangan itu, maka seseorang
yang masih dibawah usia 18 tahun, masih dianggap sebagai anak dan berhak

diberi perlindungan atas hak-hak yang harus didapatkannya.

Didalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi

Hukum Islam (KHI), pasal 98 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“Batas usia anak yang mampu berdiri sendii adalah 21 tahun sepanjang anak
tersebut tidak cacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan

- 27
perkawinan.”

Sedangkan didalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Pdt)
Pasal 330 ayat (1) menyebutkan:
“Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu

tahun dan tidak lebih dulu telah kawin”. Sedangkan pada ayat (2) “Apabila

perkawinan itu dibubarkan sebelum umur mereka genap dua puluh satu tahun,

maka mereka tidak kembali lagi dalam kedudukan dewasa.”®

Kedewasaan secara yuridis berarti tentang adanya kewenangan seseorang

untuk melakukan perbuatan hukum sendiri tanpa adanya bantuan pihak lain,

Undang-undang Nomor 23 tahun 2003 Pasal 1 ayat (1)

’Kompilasi Hukum Islam, 148

283ubekti R dan Tjitrusubio R, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: Pradnya Paramita,
2001), 90.
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apakah ia, orang tua si anak atau walinya. Jadi seseorang adalah dewasa apabila
orang itu diakui oleh hukum untuk melakukan perbuatan hukum sendiri, dengan
tanggung jawab sendiri atas apa yang ia lakukan jelas disini terdapatnya
kewenangan seseorang untuk secara sendiri melakukan suatu perbuatan hukum.

Walaupun di Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, telah tertulis batas
usia pernikahan minimal untuk laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun itu saja
tidak cukup. Karena dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007
tentang Pencatatan Nikah BAB IV Pasal 7

“Apabila seorang calon dari mempelai belum mencapai 21 tahun, maka
harus mendapat izin tertulis dari kedua orang tua”?’

Izin yang dimaksud dalam peraturan disini bersifat wajib, karena umur
yang masih dibawah 21 tahun, dianggap memerlukan bimbingan dan pengawasan
dari orang tua. Berbeda jika calon mempelai sudah berusia lebih dari 21 tahun,
maka, para calon mempelai dapat melaksanakan pernikahan tanpa adanya izin dari
orang tua/wali. Namun, untuk calon mempelai wanita akan jadi masalah, karena
orang tua yang menjadi wali nasabnya sekaligus yang menikahkankannya.

Jadi, ada banyak perbedaan mengenai batas usia dewasa untuk menikah
didalam peraturan di Indonesia. Namun, yang digunakan yakni yang tertulis pada
Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang tercantum dalam Undang-undang

Perkawinan.

peraturan Menteri Agama Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah
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6. Pengertian Dispensasi Nikah
Dispensasi nikah adalah pernikahan yang terjadi antara dua orang yang
masih dibawah umur karena umurnya belum mencapai ketentuan yang tertulis

didalam Undang-undang Perkawinan.

Perkawinan dibawah umur tidak diizinkan kecuali mendapat izin dari
Pengadilan Agama berupa surat dispensasi nikah, agar pernikahannya bisa

disahkan di Kantor Urusan Agama (KUA).

Di dalam Undang-undang Perkawinan pada Undang-undang Nomor 16
tahun 2019 revisi dari Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 pasal 7
ayat (1) bahwa calon laki-laki dan perempuan sekurang-kurangnya berumur 19
tahun. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 15 ayat 2 bahwa
untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum berumur 21 tahun

harus mendapat izin sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam tidak
dijelaskan aturan batasan minimal pernikahan dibawah umur, sehingga hakim
mempunyai wewenang untuk mempertimbangkan hukum sendiri untuk
memutuskan perkara perihal perkawinan dibawah umur dan hakim mempunyai
wewenang penuh untuk mengabulkan atau menolak permohonan perihal

dispensasi nikah yang diajukan.*

%0 Abdul Manan, Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Pengadilan, (Jakarta: Kencana, 2007), 136.
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7. Tata Cara Dispensasi Nikah

Dispensasi nikah diperlukan bagi calon pengantin pria yang belum
berumur 19 tahun dan calon pengantin wanita belum berumur 19 tahun.

Sebagaimana ditentukan dalam undang-undang.

Dalam hal permohonan dispensasi perkawinan ini harus dari orang tua
atau wali calon pengantin, jadi bukan calon pengantin itu seperti pada

permononan izin kawin bagi yang belum berumur.*

Mekanisme pengajuan perkara dispensasi nikah di Pengadilan Agamasama

dengan mekanisme pengajuan perkara gugatan. Yakni sebagai berikut:
1. Prameja

Sebelum pemohon mengajukan permohonannya, pemohon ke prameja
terlebih dahulu untuk memperoleh penjelasan tentang bagaimana cara berperkara,
cara membuat surat permohonan, dan diprameja pemohon dapat minta tolong

untuk dibuatkan surat permohonan.
2. Mejal

Surat permohonan yang telah dibuat dan ditandatangani diajukan pada sub
kepaniteraan permohonan, pemohon menghadap pada meja pertama yang akan
menaksir besarnya panjar biaya perkara dan menuliskanya pada surat kuasa untuk
membayar(SKUM). Besarnya panjar biaya perkara diperkirakan harus telah
mencukupi untuk menyelesaikan perkara tersebut, yang berdasarkan pasal 193

R.Bg atau pasal 182 ayat (1) HIR atau pasal 90 ayat (1) UUPA, meliputi:

81 Anwar Sitompul, Kewenangan dan Tata Cara Berperkara di Peradilan Agama, (Bandung:
Armico, 1984), 65.
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a. Biaya kepaniteraan dan biaya materai.
b. Biaya pemeriksaan, saksi ahli, juru bahasa dan biaya sumpah.
c. Biaya pemeriksaan setempat dan perbuatan hakim yang lain.

d. Biaya pemanggilan, pemberitahuan dan lain-lain atas perintah
Pengadilan yang berkenaan dengan perkara itu. Bagi yang tidak mampu
dapat diijinkan berperkara secara prodeo (Cuma cuma). Ketidakmampuan tersebut
dibuktikan dengan melampirkan surat keterangan dari Lurah atau Kepala desa
setempat yang dilegalisir oleh camat. Bagi yang tidak mampu maka panjar biaya

perkara ditaksir Rp. 0,00 dan ditulis dalam SKUM.
2. Kasir

Pemohon kemudian menghadap kepada kasir dengan menyerahkan surat

permohonan dan SKUM. Kasir kemudian:

a. menerima uang tersebut dan mencatat dalam jurnal biaya perkara.
b. menandatangani dan memberi nomor perkara serta tanda lunas pada SKUM.
c. mengembalikan surat permohonan dan SKUM kepada Pemohon.

3. Meja Il

Pemohon kemudian menghadap pada Meja Il dengan menyerahkan surat

permohonan dan SKUM yang telah dibayar. Kemudian Meja lI:

a. Memberi nomor pada surat permohonan sesuai dengan nomor yang
diberikan oleh Kasir. Sebagai tanda telah terdaftar maka petugas Meja 11

membubuhkan paraf.
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b. Menyerahkan satu lembar surat permohonan yang telah terdaftar bersama

satu helai SKUM kepada pemohon.*

Ketua Majelis Hakim setelah menerima berkas perkara, bersama-sama
hakim anggotanya mempelajari berkas perkara. Kemudian menetapkan hari dan
tanggal serta jam kapan perkara itu disidangkan serta memerintahkan agar para
pihak dipanggil untuk datang menghadap pada hari, tanggal, dan jam yang telah
ditentukan. Kepada para pihak diberitahukan pula bahwa mereka dapat
mempersiapkan bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan.Namun, biasanya
bukti-bukti sudah dititipkan kepada panitera sebelum persidangan.Setelah
persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,
maka para pihak berperkara dipanggil ke ruang persidangan.Kemudian ketua
majelis berusaha menasehati pemohon, anak pemohon dan calon anak pemohon
dengan memberikan penjelasan tentang sebab akibatnya apabila pernikahan
dilakukan belum cukup umur dan agar menunda pernikahannya. Bila tidak
berhasil dengan nasehat-nasehatnya, kemudian ketua majelis membacakan
suratpermohonan pemohon yang telah didaftarkan di kepaniteraan pengadilan
agama.Selanjutnya ketua majelis memulai pemeriksaan dengan pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan kepada pemohon, anak pemohon dan calon anak
pemohon secara bergantian. Kemudian Ketua Majelis melanjutkan pemeriksaan
bukti surat, dan pemohon menyerahkan bukti surat:

1) Foto copy surat kelahiran atas nama anak pemohon yang dikeluarkan oleh

kepala desa atau kelurahan, oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1.

%2 Mukti Arto, Praktek Perkara Perdata di Peradilan Agama, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007),
61.
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2) Surat pemberitahuan penolakan melangsungkan pernikahan Model N-9 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama. Selanjutnya Ketua Majelis
menyatakan sidang disekors untuk musyawarah. Pemohon, anak pemohon

dan calon anak pemohon diperintahkan ke luar dari ruang persidangan.
Setelah musyawarah selesai, skors dicabut dan pemohon dipanggil
kembali masuk ke ruang persidangan, kemudian dibacakan penetapan yang
amarnya sebagai berikut mengadili.
1) Mengabulkan permohonan pemohon.
2) Menetapkan memberi Dispensasi kepada pemohon untuk menikahkan

anaknya bernama xx dengan xxx.

3) Membebankan biaya perkara sebesar Rp. ... (...) kepada pemohon.
Setelah membacakan penetapannya, Ketua Majelis menyatakan sidang
ditutup. Jika pemohon tidak puas dengan penetapan hakim, pemohon bisa

langsung kasasi, bukan banding.®

%% Abdul Munir, Dampak Dispensasi Nikah Terhadap Eksistensi Nikah, Skripsi, (Semarang: UIN
Walisongo, 2011), 40-45.



BAB IlI

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu sistem yang harus dicantumkan dan
dilaksanakan dalam penelitian. Hal ini sangat penting karena menentukan proses
sebuah penelitian untuk mencapai suatu tujuan. Selain itu, metode penelitian
merupakan cara untuk melakukan penyelidikan dengan menggunakan cara-cara

tertentu yang telah ditentukan untuk mendapatkan kebenaran secara ilmiah.**

a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis

penelitian yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang penelitinya langsung terjun

**Marzuki, Metodologi Riset, (Yogyakarta: PT Prasetya Widya Pratama, 2000), 4.
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ke lapangan.®* Penelitian ini akan dilakukan dengan mewawancarai hakim di
Pengadilan Agama Sampit serta mencermati data yang diputus tentang dispensasi

nikah di Pengadilan Agama Sampit.

b. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yakni
pendekatan kualitatif deskriptif, yang akan membahas penelitian menggunakan
undang-undang yang berkaitan dengan batas usia pernikahan, yang terdapat
dalam Undang-undang Nomor 16 tahun 2019. Kemudian, ditelaah dengan data

yang ada di Pengadilan Agama Sampit.

c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini bertempat di jalan Jendral Sudirman Km. 3,5
Mentawa Baru Hulu, Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah.
Pengadilan Agama Sampit dipilih karena kabupaten yang berkembang pesat dan

untuk mengetahui seberapa banyak praktik pernikahan dini yang terjadi dikota ini.
d. Sumber Data Penelitian

Sumber data adalah subjek darimana data tersebut didapatkan dari
penelitian.®

1) Data Primer

Data primer adalah data yang cara mendapatkannya secara langsung dari

narasumber serta informan atau pihak-pihak lainnya yang dapat dipercaya sehingga

%5 Andi Prastowo, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), 183.
% Juliansyah Noor, Metodologi Penelitian, (Jakarta: Kencana: 2014), 34
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mendapatkan hasil data yang akurat dan terpercaya.’” Sumber data primer dari
penelitian ini yakni, Laporan Perkara Diputus di Pengadilan Agama Sampit
mengenai perkara Dispensasi Nikah pada tahun 2019 dan 2020. Serta pendapat
hakim, mengenai batas kanikan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 yang baru

saja direvisi.
2) Data Sekunder

Sumber data sekunder yang diperoleh dari penelitian ini, yakni Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974, Undang-undang Nomor 16 tahun 2019,
buku-buku serta jurnal yang berkaitan dengan batas usia pernikahan. Serta kitab

figh kontemporer.

e. Metode Pengumpulan Data
Peneliti menggunakan berbagai macam metode pengumpulan data yang
sesuai apa yang diperlukan peneliti, agar mencapai hasil yang objektif. Adapun

metode pengumpulan data yang digunakan yaitu;

1) Wawancara
Wawancara merupakan metode pengumpulan data yang diperoleh
dengan cara bertanya langsung kepada responden dan memperoleh
informasi data yang berkaitan dengan penelitian ini. Dan wawancara
yang digunakan dalam penelitian ini adalah struktur interview
(wawancara terstruktur), dimana pertanyaan-pertanyaan sudah penulis

siapkan terlebih dahulu melalui buku pedoman wawancara. Penulis

$"Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta: Rineka Cipta,
2013), 22.
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akan mewawancara 3 hakim yang ada di Pengadilan Agama Sampit.

Adapun narasumber tersebut:

a. Dr. Muhammad Kastalani, S.HI., M.HI selaku Wakil Ketua
Pengadilan Agama Sampit

b. Ahmad Muhtar, S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama Sampit

c. Barir Masna Af’idah, S.HI selaku Hakim Pengadilan Agama
Sampit.

2) Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode yang datanya

dikumpulkan secara langsung dari tempat penelitian. Contohnya buku-

buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto,

serta film dokumenter yang relevan dengan penelitian.*® Dan penulis

mengumpulkan data putusan yang diputus tahun 2019 dan 2020 bulan

Januari sampai dengan Mei, serta arsip arsip Pengadilan Agama

Sampit.

d. Metode Pengolahan Data
Setelah seluruh data terkumpul. Penelitiakan menganalisis hasil
data tersebut, yang akan dianalisis dan dikaji sehingga memperoleh data
yang akurat. Analisis data akan digunakan dengan beberapa cara, yaitu:
1) Pemeriksaan Data (Editing)
Pemeriksaan data merupakan proses penelitian kembali terhadap

catatan, berkas-berkas, informasi yang dikumpulkan oleh pencari

8 Abdurrahman Fathoni, Metodologi Penelitian dan Penyusunan Skripsi, (Jakarta: Rineka cipta,
2006), 105.
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data.*® Pemeriksaan data ini sangat penting untuk mengetahui
kesesuaian data dengan rumusan masalah yang dibuat. Dalam
penelitian ini penulis memeriksa keserasian data jawaban dari
informan apakah jawabannya sesuai dengan tema yang sudah penulis
rancang Yyakni tentang pengaruh batas usia menikah terhadap
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit.

Klasifikasi (Classifiying)

Klasifikasi adalah menyusun atau mengklasifikasi data yang sudah
diperoleh ke dalam model tertentu, tujuannnya untuk mempermudah
pembacaan dan pengecekan apabila terjadi kesalahan dalam
penulisannya.Dalam hal ini penulis mengelompokkan data dari hasil
wawancara yang dari hakim, pelaku dispensasi nikah dan data
dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Sampit.

Pemeriksaan (Verifying)

Pemeriksaan adalah pengecekan kembali data-data yang sudah
terkumpul untuk mengetahui kevalidan datanya apakah benar-benar
sudah valid sesuai yang diharapkan oleh penulis.Dalam tahap ini
penulis memeriksa responden apakah jawaban mereka sesuai dengan
petanyaan yang penulis ajukan.

Analisis Data

Analisis data mengatur tentang sistematika bahan hasil wawancara
serta menguraikan data yang dalam bentuk deskripsi. Dalam hal ini

penulis menganalisis data yang diputus dari Pengadilan Agama

% Amiruddin Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, (Jakarta: Rajawali Press, 2006),

45.
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Sampit tahun 2019 bulan November dan Desember sampai April 2020
tentang dispensasi nikah. Dari Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
mengenai batas usia menikah yang dinaikkan menjadi sembilan belas
tahun apakah ada pengaruhnya dengan kenaikan dispensasi nikah di
Pengadilan Agama Sampit.

5) Kesimpulan

Kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam dalam sebuah
penelitian. Setelah dilakukan analisis dari keseluruhan aspek untuk
mengetahui hubungan antar aspek dengan seluruh pokok permasalahan,
maka akan ditemukan hasil penelitian secara utuh.*’ Pada tahap ini penulis
akan merangkum jawaban dari hasil analisis yang dilakukan tentang
pengaruh batas usia menikah terhadap peningkatan dispensasi nikah di

Pengadiilan Agama Sampit.

“°Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Ilmu Hukum, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 358.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Gambaran Umum Penelitian

a. Dasar Hukum Pembentukan Pengadilan Agama Sampit™*
Pengadilan Agama Sampit dibentuk berdasarkan penetapan Menteri
Agama Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1958, dan mulai berlaku tanggal
1 Maret 1958. Tetapi karena waktu itu belum ada tenaga pelaksananya, jadi
terealisasi terbentuknya pada tanggal 1 Maret 1963, kemudian diangkatlah
seorang Ulama di Kota Sampit bernama Sayid Alydrus dan langsung

menjabat sebagai Ketua PA/Masya Sampit yang pertama kali.

“http://pa-sampit.go.id/sejarah/diakses tanggal 9 Mei 2020
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Sejak berdiri sampai saat ini pernah terjadi perubahan nama dari
Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah menjadi Pengadilan Agama,

berdasarkan Keputusan Menteri Agama Rl Nomor 6 Tahun 1980.

b. Sejarah Pembentukan Pengadilan Agama Sampit*

Pada masa penjajahan, di daerah Tingkat Il Kotawaringin Timur
belum didirikan Pengadilan Agama, walaupun seperti itu permasalahan
perceraian ataupun perkara-perkara lain yang berkaitan dengan
perkawinan, wakaf, shadagah dan kewarisan, tidak mengalami kendala,
karena telah ada yang menanganinya yaitu diurus oleh penghulu atau

Kantor Urusan Agama.

Pada umumnya meneruskan apa yang telah menjadi kebiasaan di
zaman penjajahan, yaitu persoalan perceraian ataupun perkara-perkara
lain yang berkaitan dengan perkawinan, wakaf, shadagah dan kewarisan
ditangani oleh seorang penghulu atau kepala KUA. Adapun anggota
pelaksanaan-pelaksanaan tugas yang telah terdata sejak pasca
kemerdekaan sampai terbentuknya Pengadilan Agama/Mahkamah
Syar’iyyah, diantaranya ialah H. Abdurahman Saleh, H. Muhdar dan M.

Djarni Usman.

Dengan berlakunya UU no. 1 tahun 1974 maka untuk sebutan
Pengadilan Agama mengalami perubahan vyaitu dari Pengadilan

Agama/Mahkamah Syar’iyah menjadi Pengadilan Agama Sampit.

*http://pa-sampit.go.id/sejarah/diakses tanggal 9 Mei 2020
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c. Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Agama Sampit*

Pengadilan Agama Sampit merupakan salah satu Badan Peradilan
Negara yang menyelenggarakan kekuasaan Kehakiman mempunyai tugas
pokok: menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap
perkara pada tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di
bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infag, shadagah dan
ekonomi syari’ah sebagaimana yang tercantum dalam pasal 49 Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan

kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Produk dan pelayanan Pengadilan Agama Sampit terdiri dari:

1) Perkawinan

2) lzin nikah

3) Hadhanah

4) Wali adhal

5) Cerai talak

6) Itsbat nikah

7) Cerai gugat

8) lzin poligami

9) Harta bersama
10) Asal usul anak
11) Dispensasi nikah
12) Ekonomi Syari’ah
13) Waris

14) Infaq

15) Hibah

16) Wakaf

17) Wasiat

18) Zakat

19) Shadagah, dll

Dalam pelaksaaan tugas-tugas pokok, Pengadilan Agama Sampit

mempunyai fungsi sebagai berikut:

®https://pa-sampit.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/ diakses 25 Mei 2020
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Fungsi Mengadili (judicial power), yaitu memeriksa dan mengadili
perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan  Tinggi
Agama/Mahkamah Syar’iyah/Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah di
wilayah hukum masing — masing; (vide: Pasal 49 Undang-Undang No. 7
Tahun 1989 jo. Undang — Undang No. 3 Tahun 2006);

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan
tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, dan seluruh jajarannya;
Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas
Bidang;

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan serta
petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial,
administrasi peradilan maupun administrasi umum.

Fungsi  Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi
kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi,
perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi
peradilan lainnya, dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada
semua unsur di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama/Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah.

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat
tentang hukum Islam”pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya,
apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
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f) Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan

penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua

Mahkamah Agung RI. Nomor: KMA/004/SK/11/1991.

d. Visi dan Misi Pengadilan Agama Sampit*

Visi: Terwujudnya”Pengadilan” Agama Sampit yang Agung.

Misi:

a. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Sampit;

b. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari

keadilan;

c. Meningkatkan Kualitas Kepeminpinan Badan Peradilan;

d. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama

Sampit.

e. Nama-nama Ketua/Pimpinan Pengadilan Agama Sampit

No. Nama Masa Menduduki Jabatan

1 Sayid Agil Alydrus 15 Mei 1962 s/d 31 Januari 1972

2 Drs. H. Machfudh 28 Mei 1982 s/d 14 Mei 1991

8 Drs. H. Jamhuri Khalid, SH 04 Januari 1992 s/d 29 Juni 1999

4 Drs. H. Zulkifli, SH 29 Juni 1999 s.d 21 Agustus 2002

5. Drs. Masruri, SH, MH 21 Agustus 2002 s/d 30 Juli 2010

6 Drs. Ali Sirwan, MH 30 Juli 2010 s/d 9 Agustus 2012

7 Drs. Agus Purwanto, MH 9 Agustus 2012 s/d 14 Agustus 2015

8 Drs. Alpian, SH, M.Hi 14 Agustus 2015 s/d 14 September 2017
9 Nor Hadi, S.Hi 1 Oktober 2018 s/d sekarang

*http://pa-sampit.go.id/visi-dan-misi/ diakses tanggal 9 Mei 2020
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f. Wilayah Yuridis Pengadilan Agama Sampit
Berdasarkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45/1957 pasal 1,
wewenangnya meliputi daerah Kabupaten Kotawaringin Timur, yang saat itu
luasnya mencapai 55,764 km2. Pada saat ini memiliki 17 (tujuh belas)

Kecamatan, dan luas wilayah 16.796 Km2, dengan batas-batas wilayah:

Utara Provinsi Kalimantan Barat
Selatan Laut Jawa

Barat Kabupaten Seruyan
Timur Kabupaten Katingan

Adapun wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sampit adalah sebagai berikut:

. Kecamatan Mentawa Baru Ketapang, 12 Desa/Kelurahan;
. Kecamatan Seranau, 6 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Mentaya Hilir Utara, 7 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Mentaya Hilir Selatan, 14 Desa/Kelurahan;
. Kecamatan Teluk Sampit, 6 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Pulau Hanaut, 14 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Kota Besi, 16 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Telawang, 6 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Baamang, 8 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Cempaga, 8 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Cempaga Hulu, 11 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Parenggean, 15 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Tualan Hulu, 11 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Mentaya Hulu, 17 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Bukit Santuai, 14 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Antang Kalang, 15 Desa/Kelurahan;

. Kecamatan Telaga Antang, 18 Desa/Kelurahan;
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2. Analisis dan Paparan Data

a. Pengaruh Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap peningkatan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit

1) Batas Usia Pernikahan Menurut Islam

Peneliti mewawancara 3 orang hakim yang ada di Pengadilan Agama
Sampit untuk berpendapat mengenai batasan usia pernikahan dalam Islam. Dan

pendapat dari hakim pertama, yaitu Pak Muhammad Kastalani, yaitu:

“Batas usia pernikahan itu mempunyai perkembangan-
perkembangan relativitas, bahwasanya memandang zaman
dahulu mencontoh pada kisahnya Siti Aisyah yang dinikahi oleh
Nabi pada usia 9 tahun mengandung relativitas, yang jika ditarik
pada zaman sekarang tidak relavan lagi dan para legislator
memandang ketika pembatasan usia perkawinan untuk zaman
kini 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan sudah cukup
relavan”®

Dari pendapat hakim diatas, bahwa usia pernikahan didalam islam tidak ada
tertulis secara jelas mengenai angka usianya. Hadits yang menjelaskan bahwa
Aisyah dinikahi umur 9 tahun itu tidak dapat dijadikan rujukan. Karena adanya
perbedaan zaman antara dahulu dan sekarang, sehingga tidak relavan lagi untuk
dipakai. Karena jika tetap bersandar pada hadits tersebut, di zaman sekarang
wanita yang masih berumur 9 tahun, masih dianggap dibawah umur serta belum
matangnya secara emosional dan fisiknya.

Dan pendapat hakim kedua, yaitu Pak Ahmad Muhtar mengenai batas usia
pernikahan dalam islam yakni

“Jika didalam Islam itu tidak ada pembatasan usia, jika dia
sudah baligh maka dia sudah diperbolehkan menikah. Tapi,
karena Negara kita merupakan Negara hukum, kemudian sudah
diatur dalam berbagai macam figh yang sudah dibukukan

**Muhammad Kastalani, wawancara (Sampit, 18 Mei 2020)
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kembali sehingga menjadi sumber hukum bagi kita umat islam
yaitu Kompilasi Hukum Islam. Yang diambil oleh Negara
Negara biar usia lebih matang yakni 18-20 tahun, itu angka rata-
rata untuk kematangan seseorang untuk menikah”*®

Dari pendapat Pak Ahmad Muhtar, beliau menerangkan bahwa
didalam islam tidak ada pembatasan usia untuk menikah. Jika sudah baligh,
maka sudah diperbolehkan menikah.

Namun, karena kita tinggal di Indonesia yang berstatus sebagai
Negara Hukum, maka kita harus mengikuti hukum yang berlaku. Dan di
Indonesia diberikan batasan umur untuk melangsungkan pernikahan, sesuai
dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 revisi Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 pasal 1 yaitu laki-laki dan perempuan 19 tahun.

Jika ditelaah dari berbagai macam Negara muslim di dunia, batas

usia pernikahannya, seperti table berikut:*’

Negara Laki-laki Perempuan
Aljazair 21 18
Banglades 21 18
Indonesia 19 16
Irak 18 18
Libanon 18 17
Libya 18 16
Malaysia 18 16
Maroko 18 18
Mesir 18 16
Pakistan 18 16
Somalia 18 18

Tabel 4.1 batas usia perkawinan Negara Muslim
Dari tabel diatas terlihat beragam berbagai Negara dalam mengambil
batasan usia menikah untuk rakyatnya, tujuan batas usia perkawinan itu tidak lain

untuk mengurangi masalah yang ada dalam perkawinan pasca melakukan

“*®Ahmad Muhtar, wawancara (Sampit, 18 Mei 2020)
*"Ahmad Masfuful Fuad, Ketentuan Batas Usia Minimal Kawin: Sejarah, Implikasi Penetapan
Undang-Undang Perkawinan, Jurnal Petita, 1 (April 2016), 43.



45

perkawinan, contohnya seperti perceraian. Namun di setiap Negara dengan
perbedaan regulasi, menghasilkan batas usia pernikahan yang berbeda-beda antara
satu dengan yang lain.

Dan pendapat hakim ketiga yaitu Ibu Barrir Masna Af’idah mengenai

batas usia pernikahan dalam islam yaitu

“Dalam islam tidak ada batasan usia, asal dia sudah baligh,
maka dia diperbolehkan melangsungkan pernikahan. Namun,
karena kita berada didalam Negara hukum. Jadi, kita juga harus
menghormati hukum yang telah diajukan oleh Negara. Karena
dalam undang-undang itu ada batas usia. Jadi, walaupun kita
beragama islam, kita harus tetap tunduk, karena kita berada
dalam Negara Hukum”*

Pendapat yang dikemukakan oleh Bu Barir Masna Af’idah mirip dengan
pendapat yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Muhtar. Bahwasanya di dalam
Islam tidak ada batasan usia untuk menikah. Namun, karena kita tinggal di Negara
hukum, maka kita harus tetap tunduk kepada hukum yang telah ditetapkan oleh
legislator.

2) Faktor Pernikahan Dini yang Terjadi di Kota Sampit

Pernikahan dini menjadi masalah sosial yang fenomenal dikalangan
masyarakat di seluruh Indonesia, baik di perkotaan maupun pedesaan.Karena
kesederhaan dari pola pikir masyarakat sehingga terjadi berulang dan terus
menerus.Hal ini sangat berpengaruh terhadap sumber daya manusia dan

permasalahan social yang terjadi di masyarakat.

“®Barir Masna Af’idah, wawancara (Sampit, 18 Mei 2020)
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Kemudian peneliti bertanya pendapat hakim mengenai pernikahan dini
yang terjadi di kota Sampit serta factor yang menyebabkannya, Pak Muhammad

Kastalani berpendapat:

“Pernikahan dini di kota Sampit, jika dilihat dari 1 aspek itu
memperihatinkan, karena adanya ketidaksiapan dari pelaku
perkawinan itu sendiri, termasuk calon mempelai pria dan
wanita. Karena dari pelaksaan pernikahan dini yang dilakukan
calon keluarganya yang laki-laki belum mempunyai pekerjaan
tetap dan masih sekolah. Dan factor terbesar yang saya lihat
yaitu pergaulan, yang dari pergaulan itu, tidak diawasi secara
penuh oleh orangtua, terkadang orangtua melepas pergaulan
anak sebebas-bebasnya sehingga mereka berbuat sesuatu yang
melanggar syariat. Namun, karena adanya Undang-undang ini
masyarakat belum semuanya tahu, bahwa ada kenaikan
mengenai batas usia pernikahan menjadi 19 tahun. Itu
menyebabkan pada saat awal-awal ada pemohonan dispensasi
nikah yang melonjak. Mungkin karena disebabkan kurang
meratanya sosialiasi mengenai peraturan perundang-undangan
yang baru.”*

Dari pendapat Pak Muhammad Kastalani, beliau mengatakan bahwa di
Kota Sampit mengenai pernikahan dini sangat memperihatinkan, karena masih
sering terjadi. Dan itu disebabkan karena adanya pergaulan bebas dari muda-mudi
di zaman sekarang serta kurangnya perhatian dari orangtua. Lalu, terjadilah
kehamilan diluar pernikahan yang mengharuskan keduanya harus menikah
walaupun di bawah umur.

Dan karena adanya Undang-undang yang baru, serta belum tersosialisasi
sepenuhnya kepada masyarakat, menyebabkan angka permohonan dispensasi
nikah pada saat bulan-bulan awal Undang-undang diberlakukan mengalami

kenaikan yang cukup pesat.

**Muhammad Kastalani, wawancara (Sampit, 20 Mei 2020)
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Dan sebagian dari mereka bahkan belum mendapatkan pekerjaan tetap dan

masih sekolah. Anak-anak yang harusnya masih bisa menikmati fase remaja,

malah harus dipaksa berumah tangga karena ulah mereka sendiri.

Untuk pendapat dari Pak Ahmad Mubhtar, yaitu

“Pernikahan dini yang terjadi sebenarnya pernikahan jadi-jadian,
yang maksudnya tidak ada kesiapan, karena adanya hubungan
yang tidak terkontrol maka terjadilah pernikahan. Untuk faktor
yang menyebabkan tingginya pernikahan dini, pada saat tahun
2019 tidak sebanyak pada saat tahun 2020, karena undang-
undang yang berlaku masih Undang-undang Nomor 1 tahun
1974. Namun, setelah direvisi menjadi Undang-undang Nomor
19 tahun 2019 pada bulan November 2019, angka dispensasi
nikah itu semakin tinggi. Karena rata-rata yang mau menikah
usia 16, 17, 18 tahun. Karena memang sudah disiapkan dari
jauh-jauh hari sebelumnya untuk menikah, dan mereka tidak
mendapatkan pengetahuan mengenai Undang-undang yang baru

saja direvisi.”*

Beliau berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh pelaku

pernikahan dini seperti bercanda, karena tidak adanya kesiapan dari kedua calon

mempelai. Tidak ada kesiapan seperti kematangan emosional, fisik dan psikis dari

calon mempelai tersebut. Mereka menikah karena perbuatan mereka yang tidak

terkontrol.

Dan faktor dari pernikahan dini saat ini karena dinaikkanya batas usia

pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun. Sehingga semakin banyak

permintaan dispensasi nikah. Karena tidak ada sosialiasi dari pihak yang

berwenang mengenai Undang-undang yang baru saja direvisi.

Dan bu Barir Masna Af’idah berpendapat:

“Jika melihat pernikahan dini disini, kebanyakan itu karena
adanya kecelakaan sebelum menikah, jadi mereka harus

% Ahmad Muhtar, wawancara (Sampir, 20 Mei 2020)
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mengajukan dispensasi nikah. Faktor yang pertama yang
menyebabkan pernikahan dini tinggi, karena dinaikkan angka
pernikahan yang awalnya 16 tahun menjadi 19 tahun.Waktu
awal 16 tahun pun sudah banyak, apalagi sekarang dinaikkan
menjadi 19 tahun.”"

Serupa dengan pendapat yang dikemukakan oleh Pak Ahmad Muhtar, bu
Barir Masna Af’idah demikian. Pernikahan dini yang terjadi karena adanya
hubungan diluar nikah yang menyebabkan hamil. Dan faktornya pun karena

kenaikan batas usia pernikahan dari 16 tahun menjadi 19 tahun.

Dan dari faktor yang dijelaskan tersebut, ada beberapa dampak

perkawinan jika tetap dilaksanakan namun masih dibawah umur, yakni:

a) Remaja yang hamil akan lebih mudah menderita anemia selagi hamil dan
melahirkan, inilah salah satu penyebab tingginya kematian ibu dan bayi.

b) Kehilangan kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Pada
kondisi tertentu, anak yang melakukan pernikahan dini cenderung tidak
memperhatikan  pendidikanya, apalagi ketika menikah langsung
memperoleh keturunan. la akan disibukan mengurus anak dan
keluarganya, sehingga hal ini dapat menghambatnya untuk melanjutkan
studi ke jenjang yang lebih tinggi.

c) Interaksi dengan lingkungan teman sebaya berkurang. Bagaimanapun
status baik sebagai suami istri turut memberikan Kkontribusi dalam
berinteraksi sosial dengan lingkunganya. Bagi pasangan pernikahan dini,

hal ini dapat berpengaruh dalam berhubungan dengan teman sebaya.

*'Barir Masna Af’idah, wawancara (18 Mei 2020)
*?Mubasyaroh, Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini, Jurnal Yudisia, 7 (2016), 400-402
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Mereka akan merasa canggung dan enggan bergaul dengan teman
sebayanya.

Sempitnya peluang mendapatkan kesempatan kerja yang otomatis
mengkekalkan kemiskinan (status ekonomi keluarga rendah Kkarena
pendidikan yang minim)

Pernikahan usia dini ada kecenderungan sangat sulit mewujudkan tujuan
perkawinan secara baik. Dan akhirnya akan membawa penderitaan.
Pernikahan usia dini salit mendapatkan keturutan yang baik dan sehat
karena rentan penyakit.

Kekerasan rumah tangga akan banyak terjadi

Bagi anak yang dilahirkan, saat anak bertumbuh mengalami proses
kehamilan, terjadi persaingan nutrisi dengan janin yang dikandungnya,
sehingga berat badan ibu hamil seringkali sulit naik, dapat disertai dengan
anemia karena defisiensi nutrisi, serta beresiko melahirkan bayi dengan
berat lahir rendah.

Akan terganggunya kesehatan reproduksi. Kehamilan pada usia kurang
dari 17 tahun meningkatkan resiko komplikasi medis, baik pada ibu
maupun pada anak. Kehamilan di usia yang sangat muda ini ternyata
berkolerasi dengan angka kematian dan kesakitan ibu. Disebutkan bahwa
anak perempuan berusia 10-14 tahun beresiko limakali lipat meninggal

saat hamil.
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3) Jumlah Dispensasi Nikah Pasca Diberlakukannnya Undang-undang

Nomor 16 tahun 2019 di Pengadilan Agama Sampit

Kemudian peneliti bertanya mengenai berapa jumlah yang melakukan
dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Dan 3 hakim sepakat menjawab berdasarkan data dibawah ini:

Tabel 4.2
14
12

10

6 Sesudah UU 16 th 2019
M Sebelum UU 16 th 2019

Jul-19

Jan-19
Aug-19

Feb-19
Mar-19
Apr-19
Mei-19
Jun-19
Sep-19
Okt-19
Nov-19
Des-19
Jan-20
Feb-20
Mar-20
Apr-20
Mei-20

Dari data diatas dapat dilihat perbedaan kenaikan dispensasi nikah
sebelum dan sesudah diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 20109.
Pada tahun 2019 sebelum diberlakukannya Undang-undang tersebut, angka
dispensasi nikah yang rendah di Pengadilan Agama Sampit hanya ada 12 kasus
dalam 10 bulan di 2019 dari bulan Januari 2019 sampai September 2019. Setelah

Undang-undang diberlakukan sejak November 2019 sampai Mei 2020 mengalami

>% Laporan Diterima Pengadilan Agama Sampit
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kenaikan menjadi 41 kasus, padahal diberlakukan masih dalam jangka waktu 6

bulan.

Setelah peneliti telaah lebih lanjut, karena ketidaktahuan masyarakat
mengenai perubahan UU Nomor 16 tahun 2019, maka ada beberapa pasangan
yang menikah karena ketidaktahuan perubahan undang-undang itu. Dari 41 kasus,
ada 17 pasang yang harus mengajukan dispensasi nikah, karena pernikahan
tersebut sudah disiapkan jauh hari dan mereka tidak mengetahui mengenai

undang-undang tersebut. Dan ada 10 pasang terjadi karena married by accident.

Kemudian, peneliti bertanya apakah efisian jika batas usia pernikahan
yang awalnya 16 tahun dinaikkan menjadi 19 tahun. Jawaban dari Pak

Muhammad Kastalani, yakni:

“Kalau secara pribadi sebetulnya saya mencukupkan pada
Undang-undang terdahulu, yakni 16 tahun. Mengingat ada
rentang umur yang terlalu jauh, berbeda jika dari 16 tahun
menjadi 17 tahun atau 18 tahun, namun ini perbedaannya 3
tahun.”™

Dari pendapat Pak Muhammad Kastalani, beliau mencukupkan pada usia
16 tahun. Karena ada rentang usia yang lumayan jauh dari 16 tahun ke 19 tahun,
yakni 3 tahun. Karena sudah terbiasa menangani kasus pernikahan anak yang
berumur 16 tahun, 17 tahun dan 18 tahun tanpa adanya dispensasi nikah, sehingga
perlu adaptasi lagi dengan Undang-undang yang baru saja diberlakukan. Dan

pendapat dari Pak Ahmad Mubhtar, yaitu:

“Sebenarnya dinaikkan tujuannya agar menjaga kehormatan
seorang wanita, karena dispensasi nikah ini orang menilai
kebanyakan karena terjadi pelanggaran atau yang biasa kita

**Muhammad Kastalani, wawancara (18 Mei 2020)
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sebut married by accident. Karena KUA tidak berani
menikahkan tanpa ada penetapan dari Pengadilan. Dan pendapat
saya secara pribadi, umur 16 tahun ini sudah terbiasa karena
sejak dari tahun 1974 dan ketika menikahkan anak perempuan
diatas 16 tahun tidak kaget lagi, memang agak sedikit kaget
dengan adanya perubahan ini, meskipun undang-undang itu
dibuat harus adanya sosialisasi dulu, namun dari sebagian
masyarakat masih ada yang belum tau dengan perubahan
undang-undang tersebut. Namun itu tetap disosialialisasikan
oleh Kantor Urusan Agama. Tapi di seluruh Indonesia dari
informasi yang kami dapatkan sama, bahwa kenaikan batas usia
pernikahan ini sangat mempengaruhi dispensasi nikah.”*

Dari penjelasan yang dituturkan oleh pak Ahmad Muhtar bahwa
dinaikkannya batas usia pernikahan menjadi 19 tahun sudah cukup efisien karena
tujuannya untuk menjaga kehormatan wanita. Namun, karena terjadi hubungan
diluar nikah yang menyebabkan kehamilan, jadi kedua mempelai tersebut harus

dinikahkan.
Dan pendapat dari bu Barir Masna Af’idah, yaitu:

“Menurut saya pribadi, sebenarnya setuju saja. Karena terlalu
banyak resiko jika menikah belum cukup umur, padahal kan
pernikahan itu suci, sekali untuk selamanya. Jadi, karena umur
yang belum cukup tadi. Kita yang udah tua aja pernikahan itu
kan ada naik turunnya, karena yang masih muda tadi, belum bias
mengontrol emosi. Sisi lain juga karena minimnya pengetahuan
yang ada dimasyarakat, apalagi masyarakat awam yang
menganggap hubungan diluar nikah itu biasa aja, yang
menyebabkan pernikahan dini itu melonj ak.”®

Bu Barir Masna Af’idah menyatakan bahwa etisien batas usia pernikahan
dinaikkan menjadi 19 tahun, karena banyak resiko yang terjadi jika mempelai

yang belum cukup umur dan belum siap menikah.

>>Ahmad Muhtar, wawancara (18 Mei 2020)
*®Barir Masna Af’idah, wawancara (18 Mei 2020)
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Resiko dari pernikahan belum cukup umur itu seperti berbahayanya organ
reproduksi wanita yang masih kecil untuk hamil, ditakutkan terjadi sesuatu yang
tidak diinginkan untuk ibu dan calon bayi. Kemudian, perekonomian keluarga
yang harus disiapkan, karena salahsatu hal penting dalam rumah tangga.Serta
harus matangnya secara emosional, karena pernikahan bersatunya dua insan yang
memiliki ego masing-masing dan di dalam rumah tangga pasti akanada

permasalahan yang harus diselesaikan dengan kematangan emosional.

4) Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan Terhadap Dispensasi

Nikah di Pengadilan Agama Sampit

Revisi Undang-undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 menjadi Undang-
undang Nomor 16 tahun 2019 tentu membawa pengaruh terhadap kasus
dispensasi nikah di Pengadilan Agama. Dan pendapat pak Muhammad Kastalani
perihal ini, yaitu:

“Sudah tentu berimplikasi pada meningkatnya pengajuan
perkara di Pengadilan Agama, ketika batas usia pernikahan itu
dinaikkan, maka permohonan dispensasi nikah pun melonjak,

dan ini terjadi tidak hanya di Sampit, namun di seluruh
Kabupaten yang ada di Indonesia.”’

Pendapat yang disampaikan oleh pak Muhammad Kastalani yakni sangat
berpengaruh terhadap kenaikan dispensasi nikah, karena pada saat usia 16 tahun

sudah lumayan sering terjadi, apalagi jika dinaikkan menjadi 19 tahun.

“Sangat berpengaruh. Dan itu tergantung orangnya masing-
masing. Karena berbeda antara perempuan satu dengan
perempuan lainnya. Faktor melonjaknya itu dari sisi orangtua
juga yang tidak mengontrol anak, anaknya dibiarkan saja.Ketika
mereka sudah datang di persidangan, itu ada nasihat-nasihat.

*’Muhammad Kastalani, wawancara (18 Mei 2020)
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Dispensasi yang ditangani pada tahun 2019 dan tahun 2020 itu
berbeda. Itu disamakan seperti peradilan anak, karena usianya
masih dibawa umur. Jadi, kita menggunakan toga dan
persidangannya cukup lama sesuai dengan peraturan Mahkamah
Agung Nomor 5 tahun 2019, bahwa dispensasi nikah itu harus
banyak nasihat untuk kedua mempelai dan kedua orangtua dari
mempelai harus hadir, karena mereka yang belum cukup umur
dan tidak paham mengenai rumah tangga, padahal berumah
tangoga itu tidak mudah. Jadi, jangan sampai permohonan itu
ditolak olen KUA dan datang ke Pengadilan, seolah-olah
Pengadilan itu dipaksa.Begitu keinginannya dikabulkan
Pengadilan, tapi tidak lama balik lagi ke Pengadilan untuk
mengajukan cerai. Itu yang dimaksudkan PERMA Nomor 5
tahun 2019, tujuannya agar mempelai paham betul mengenai
masalah rumah tangga. Karena faktor perceraian itu kebanyakan
karena masalah perekonomian dan pihak ketiga.”58

Pendapat dari Pak Ahmad Muhtar mengatakan tentu sangat berpengaruh.

Dan itu tergantung dari individu setiap orang tua dalam mengontrol anaknya.

Dan ada sedikit perbedaan pelaksaan dispensasi nikah yang dilakukan
sebelum dan sesudah Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 ini dilakukan. Seperti

yang tercantum pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019

“Hakim dan Panitera Pengganti dalam memeriksa anak tidak memakai atribut

persidangan.”59

Dan dijelaskan dalam pasal selanjutnya bahwa
Pasal 12%°

a. Hakim dalam persidangan harus memberikan nasihat kepada Pemohon, Anak,
Calon suami / Calon istri dan Orangtua / Wali Calon Suami/lsteri.

b. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim, untuk memastikan Orangtua, Anak,
Calon Suami/lsteri dan Orangtua/Wali Calon Suami/lsteri agar memahami
resiko perkawinan, yang terkait dengan:

i. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

8 Ahmad Muhtar, wawancara (18 Mei 2020)
%pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019
®%peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019
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ii. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
iii. Belum siapnya organ reproduksi anak;
iv. Dampak ekonomi, sosial, dan psikologis bagi anak; dan
v. Potensi kekerasan dan perselisihan dalam rumah tangga.
c. Nasihat yang disampaikan oleh Hakim dipertimbangkan dalam penetapan.
d. Dalam hal Hakim tidak memberikan nasihat sebagaimana yang dimaksud

dalam ayat (1) atau (2) mengakibatkan penetapan batal demi hukum.
Jika dalam kasus persidangan dispensasi nikah yang lama, tidak ada
peraturan seperti itu. Dan peraturan dibuat karena revisi dari Undang-undang
Nomor 1 tahun 1974 pasal 7 menjadi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019.

Pendapat dari Bu Barir Masna Af’idah yakni:

“Pengaruhnya pasti naik.Dan hukum acaranya lebih ketat.Jika
dulu seperti sidang biasa.Namun, sekarang semua pihak harus
hadir dan lebih lama pemeriksaannya, karena kita menanyakan
informasi dari semuanya dan memberikan nasihat-nasihat.”**

Serupa dengan jawaban Pak Ahmad Muhtar, bu Barir Masna Af’idah
mengatakan hal yang sama. Bahwa kenaikan batas usia nikah, juga berpengaruh
terhadap kenaikan permintaan dispensasi nikah yang ada di Pengadilan
Agamaserta adanya perubahan dalam pelaksanaan sidangnya.

b. Landasan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah
Pasca Diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019

Peneliti menanyakan perihal sumber hukum yang dipakai oleh hakim

dalam menolak atau menerima perkara dispensasi nikah. Dan jawaban dari Pak

Muhammad Kastalani yaitu:

“Yang pertama tentu dua sumber hukum islam utama, yaitu al-
Qur’an dan Hadits, lalu Kompilasi Hukum Islam, UU

®'Barir Masna Af’idah, wawancara (18 Mei 2020)
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Perkawinan no.1 tahun 1974 serta perubahan yang terbaru
Undang-undang Nomor 16 tahun 20197%

Jawaban dari Bapak Ahmad Muhtar, yakni:

“Sumber hukumnya sudah jelas ada Kompilasi Hukum Islam
pasal 7. Namun, yang banyak dipakai itu ijtihad hukum sendiri,
karena melihat kejadian di lapangan, jika sudah hamil mau tidak
mau harus bersihkan hukum.Kalau sudah hamil, mau tidak mau
harus dikabulkan. Namun, jika seandainya belum, missal
keduabelah pihak sering bersamaan, jadi harus segera
dinikahkan yang jika tidak dinikahkan dikhawatirkan terjadi hal-
hal yang dilatrang.”63

Jawaban dari bu Barir Masna Af’idah, yakni:

“Al-Qur’an dan Hadits.Kemudian Undang-undang Nomor 1
tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan PERMA Nomor 5
tahun 2019

Dari tiga jawaban hakim tersebut dapat peneliti simpulkan bahwa yang
menjadi sumber hukum untuk menerima atau menolak kasus dispensasi nikah
yakni al-Qur’an dan Hadits, Kompilasi Hukum Islam, serta Undang-
undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 beserta perubahannya Undang-undang

Nomor 16 tahun 2019, juga Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019.

Kemudian, peneliti menanyakan apa yang menjadi landasan hakim dalam
mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca diberlakukannya Undang-

undang Nomor 16 tahun 2019. Jawaban dari hakim pertama, yaitu:

“Sesuai dengan kaidah yang menyatakan dimana ada maslahat
disitulah hukum islam berada.Jadi, jika kita melihat secara
perspektif pemeriksaan hakim, ketika disitu ada kemaslahatan
dari pernikahan ini. Dimana ketika mereka nanti tidak menikah,

®2Muhammad Kastalani, wawancara (18 Mei 2020)
3 Ahmad Muhtar, wawancara (18 Mei 2020)
®Barir Masna Af’idah, wawancara (18 Mei 2020)
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justru akan menimbulkan mudharat yang tentu akan
membebaskan mereka. Tentu majelis menyatakan akan
menerima permohonan.”®

Pak Muhammad Kastalani berpendapat bahwa, yang dijadikan landasan

untuk mengabulkan kasus dispensasi nikah yaitu kaidahyang berbunyi 515\ f&;

\,_.3 i=La I 235 U3 (dimana ada maslahat, disitu hukum Allah berada).

Karena tidak semua masalah kehidupan hukumnya tidak dituliskan secara
jelas dalam al-Qur’an dan Hadits. Islam meletakan prinsip-prinsip umum dan
kaidah-kaidah dasar yang dapat dijadikan para mujtahid untuk mengembangkan
hukum islam dan memecahkan masalah baru melalui ijtihad. Pandangan at-Thufi
tentang maslahat nampaknya bertitik tolak dari konsep magasid at-tasri yang
mengatakan bahwa hukum Islam disyaratkan untuk mewujudkan dan memelihara
maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan oleh karena
itu mereka mempormulasasikan suatu kaidah yang cukup populer, “dimana ada
maslahat” di sana ada hukum Allah.®® Karena dengan mengabulkan pernikahan
dari pemohon, ada maslahat didalamnya, yang jika tidak dikabulkan,

dikhawatirkan terjadinya mudharat yang lebih besar.
Pendapat dari Pak Ahmad Mubhtar, yaitu:

“Salahsatunya karena sudah terjadi kehamilan sebelum menikah.
Di sisi lain, karena kedua mempelai sering berjalan bersama,
sehingga dapat teguran dari masyarakat, karena khawatir jika

6 Muhammad Kastalani, wawancara (18 Mei 2020)
%¢Suansar Khatib, Konsep Magashid Asy-Syariah: Perbandingan Pemikiran al-Ghazali dan asy-
Syatibi, Jurnal Mizani, 1 (2018), 57.
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tidak dinikahkan maka terjadi mudharat yang akan terjadi di
kemudian hari.”®’

Pendapat dari bu Barir Masna Af’idah, yaitu:

“Kita mengambil kaidah fighiyah dar’u  al-mafasid
mugaddamun ‘ald jalbi al-mashalih yang artinya mencegah
kerusakan lebih didahulukan ketimbang mengupayakan
kemaslahatan. Karena kebanyakan kalau sudah kecelakaan, jika
tidak segera dinikah kan kasian wanitanya, kasian status
anaknya, karena kemaslahatannya kembali kepada anak dan
wanitanya, itu jika sudah hamil. Jika belum hamil pun, kalau
misalnya kita tidak dikabulkan. Bisa jadi mereka tanpa
dispensasi nikah pun akan nikah sirih. Yang itu juga sebenarnya
melanggar hukum positif. Jadi, kemaslahatannya disitu. Jika
tidak dikabulkan akan nikah sirih atau malah berbuat zina. Jadi,
akhirnya kita kabulkan.”®®

Dari tiga pendapat hakim tersebut, peneliti dapat menyimpulkan bahwa

landasan hakim dalam mengabulkan dispensasi nikah pasca diberlakukannya

Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 kaidah 4l +S- b ila -5 v

“Dimana ada maslahat, disitu hukum Allah berada. ”

Dan yang artinya mencegah kerusakan lebih didahulukan ketimbang
mengupayakan kemaslahatan. Ada banyak pertimbangan hakim dalam
mengabulkan dispensasi nikah. Karena yang ke Pengadilan Agama Sampit yang
mengajukan dispensasi nikah kebanyakan yang sudah hamil diluar nikah.Jadi,
karena keadaan sudah terlanjur, yang jika tidak dinikahkan ada mudharat pada
perempuan dan calon anak yang dikandungnya. Ditakutkan juga adanya sanksi

sosial di masyarakat, jika terjadi peristiwa kelahiran anak tanpa ayah.

87 Ahmad Muhtar, wawancara (18 Mei 2020)
®®Barir Masna Af’idah, wawancara (18 Mei 2020)



BAB V

PENUTUP
a. Kesimpulan
Setelah melakukan penelitian dan analisa terhadap pengaruh kenaikan
batas usia pernikahan terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit,

dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 terhadap Undang-undang
Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 sangat berpengaruh terhadap peningkatan
dispensasi nikah di Pengadilan Agama Sampit. Hal ini terjadi, karena
ketidaktahuan masyarakat mengenai kenaikan batas usia pernikahan dalam
Undang-undang tersebut, disebabkan kurangnya sosialiasi dari pemerintah
mengenai revisi Undang-undang yang terbaru; karena hubungan diluar nikah
yang menyebabkan kehamilan; pergaulan yang tidak terkontrol; serta pikiran
orang tua, yang jika tidak sekolah lagi, maka anak segera di nikahkan.
Adapun pengaruh lain dari revisi Undang-undang Nomor 16 tahun 2019
yakni, persidangan dispensasi nikah berjalan lebih lama dari sebelumnya.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 bahwa

59
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dalam persidangan harus dihadirkan seluruh pihak, kedua calon mempelai
beserta kedua ibu bapaknya. Dan hakim akan memberikan nasihat-nasihat
kepada calon mempelai. Pada saat persidangan, hakim juga tidak
menggunakan atribut persidangan karena disamakan dengan Peradilan Anak.
2. Yang dijadikan hakim sebagai landasan hukum untuk mengabulkan
permohonan dispensasi nikah vyaitu kaidah fighiyyah dar’u al-mafasid
mugaddam[un] ‘ala jalbi al-mashélih’ yang artinya mencegah kerusakan
lebih didahulukan ketimbang mengupayakan kemaslahatan. Karena, Jika
kedua calon mempelai tidak dinikahkan dan terjadinya kehamilan, ditakutkan
jika laki-laki tidak bertanggung jawab, maka akan terjadi ketidakjelasan
nasab pada anak yang akan lahir, ditambah dengan adanya sanksi sosial dari
masyarakat kepada mereka. Jika calon mempelai tidak hamil, namun tetap
mengajukan dispensasi nikah, ditakutkan terjadi hal-hal diluar batas, karena

terlalu sering bersama dan menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol.

b. Saran

1. Kepada Pemerintah Daerah.

Berdasarkan penelitian yang sudah peneliti lakukan, kurang adanya
sosialiasi dari pemerintah kepada masyarakat mengenai revisi Undang-undang
Nomor 16 tahun 2019, bahwa batas usia pernikahan sudah dinaikkan menjadi
19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Jadi diperlukan adanya lembaga
untuk sosialiasi agar tidak terjadi kesalahpahaman mengenai batas usia

pernikahan.
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2. Kepada Orangtua

Harus lebih memperhatikan pergaulan anak. Karena adanya kelalaian
dari orangtua menyebabkan perilaku yang tidak terkontrol dan hal-hal yang

melanggar syariat agama, seperti hamil diluar pernikahan.

3. Kepada Masyarakat

Perlu adanya kesadaran hukum agar masyarakat tetap memenuhi
hukum yang sudah ditetapkan oleh pemerintah, bahwasanya batas usia
pernikahan laki-laki dan perempuan adalah 19 tahun. Yang peraturan tersebut
dibuat untuk kebaikan bersama dan menghindari hal-hal yang dilarang oleh

Allah SWT.

4. Kepada Peneliti Selanjutnya

Agar penelitian ini lebih akurat data dan hasilnya. Mungkin perlu
diadakan penelitian lanjutan dengan jangka waktu yang lebih lama, agar bisa

dilihat secara efektif mengenai efisiensi kenaikan batas usia pernikahan ini.
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Pedoman wawancara

Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan dalam Islam?
. Apakabh efisien jika batas usia nikah untuk perempuan dinaikkan menjadi
19 tahun?

Bagaimana pendapat bapak mengenai batas usia pernikahan yang awalnya
16 tahun dinaikkan menjadi sama-sama 19 tahun untuk laki-laki dan
perempuan?

Bagaimana pengaruh kenaikan batas usia pernikahan terhadap dispensasi
nikah yang ada di Pengadilan Agama Kabupaten Malang?

. Apa sumber hukum yang digunakan hakim untuk menerima atau menolak
kasus dispensasi nikah?

. Apa yang menjadi landasan hakim mengabulkan permohonan dispensasi

nikah pasca diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 tahun 2019?
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